
 1 

BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

 1. Dari rumusan yang ditentukan pada Pasal 115 ayat 1 (4) Undang-Undang No. 1 

Tahun 1985 tentang Perseroan Terbatas, dapat diketahui bahwa likuidasi 

merupakan suatu proses yang mengikuti dilaksanakannya suatu pembubaran 

perseroan. 

 2. Subyek hukum dari Perseroan Terbatas Dalam Likuidasi masih ada tetapi 

dijalankan oleh likuidatornya, maka status hukum Perseroan terbatas dalam 

likuidasi masih tetap ada sebagai suatu badan hukum, eksistensi perusahaan 

tersebut tetap berjalan sebagai upaya untuk membereskan kekayaan perseroan 

yang berada dalam proses likuidasi. Perseroan terbatas dalam likuidasi tidak 

boleh menjalankan bisnis baru, tetapi sekedar menyelesaikan tugas-tugasnya 

dalam rangka proses pemberesan atau likuidasi tersebut. 

 3. Perseroan Terbatas dalam likuidasi dapat bertindak sebagai kreditor maupun 

debitor berkaitan dengan permohonan pernyataan pailit, meskipun terdapat 

inkonsistensi dalam putusan peradilan niaga. Akibat hukum Perseroan Terbatas 

dalam likuidasi, berkaitan dengan permohonan pernyataan pailit, adalah : 

  a. Bisnis dari perusahaan tersebut dihentikan. 

  b. Semua kekuasaan Direksi beralih kepada likuidator. 

  c. Kekuasaan komisaris dibekukan. 
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  d. Kekuasaan RUPS dibekukan, kecuali dalam hal laporan terakhir likuidator, 

yang memang harus diberikan kepada  

  e. Perusahaan tetap jalan sejauh untuk kepentingan pemberesan dan 

pembubarannya saja. 

  f. Perusahaan tidak dapat lagi mengubah status asetnya, kecuali yang 

dilakukan oleh likuidator dalam rangka pemberesan dan pembubarannyasaja. 

  g. Menjadi restriksi terhadap kekuasaan krediturnya untuk memproses dengan 

proses hukum lainnya. 

 

B. Saran 

   Dilihat dari sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

kepailitan, Pengadilan Niaga merupakan kebijakan mendesak dan didesak, 

sehingga persiapan keberadaannya hakim pengadilan niagapun berada pada status 

hukum yang ada di dalam masyarakat diperlukannya putusan hakim yang dapat 

menciptakan rasa keadilan. Untuk mengambil putusan ini hakim harus benar-benar 

cermat dan teliti apa yang diinginkan oleh masyarakat di dalam mencari keadilan 

dan kepastian hukum. Profesionalisme hakim dalam memutuskan perkara yang 

diajukan oleh para pencari keadilan harus lebih ditingkatkan, sehingga kepastian 

hukum dapat tercipta. 
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